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TENAGA PENDIDIK

Kesejahteraan Guru Kunci
Pendidikan Berkualitas

JAKARTA, KOMPAS — Peningkatan kualitas pendidikan di In-
donesia tidak bisa dilepaskan dari kualitas dan kuantitas guor.
Selain itu, kesejahteraan gurma juga haras dipastikan terjoaomin
dengan bailk.

Anggorta Komisi X DPR dari Fraksi Partai Nasional De-
mokrat, Ratih Megasari Singkarrua, menyvampailkan, proses
poengangkatan guru melalui skema pengadaan poegawai pe-
merintah dengan perjanjian kerja (PPPK)Y menjadi salah satu
sorotan vang patut diperhatikan dalam sistem pendidikan di
Indonesia.

Terjadi kesenjangan jumlah formasi yvang dibuka dalam
skema terscebut belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Selain itu, solusi vang ditavwarkan untuk mengisi kekosorngan
guru di berbagail daeralhh hanyva melaluil kebijalkan PPPEK dan
bukan sebagal pegavwal negeri sipil (PINS).

"Kekurangan formasi ind tidak hanyva menghambat pe-
ningkatan kualitas pendidikan. tetapi juga memengaruhi ke-
sejahteraan dan kepastian karier para gurua. Skema PPPRK
cenderung memiliki durasi vang pendek sehingga tidak ada
kestabilan jangka panjang bagi guru,.” kata Ratih dalamn Fornam
Diskusi Denpasar 12 bertajuk "Problematika Guru dalamn
Pendidikan Berkualitas dan Inklusif” di Jakarta. Rabu
(22/11/2023).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pengurus
Besar Persatuan Gura Republik Indonesia (PB PGRI)Y Su-
meardiansyah Perdana Kusuma menambahkan, kesejahteraan
euru vang tidak sesual tampak dari belum teriimplementasinya
U'ndang-Undang MNomor 14+ Tabhun 2005 tentang Guru dan
MNosen. Dalam Pasal 14 UL tersebut dinyvatakan bahwa gurua
berhak memperoleh penghasilan di oatas kebutuhan hidap
mnimuem dan jaminan kesejahteraan sosial.

Acddapun kebutubhan hidap minimoam vang dimaksoad me-
lipputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji. serta
penghasilan lain, seperti tunjangan profesi, tonjangan fung-
sional. tunjangan khusus, dan maslahat tambahan terkait
dengan tugasnya sebagai guru. Maslahat tambahan tersebut
dapat diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi
pendidikan, beasiswa, pelayvanan kesehatan, serta kemudahan
untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri gur.
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"Namun, kondisi yvang terjadi saat ini, kesejahteraan itu
diberikan harus dengan remunerasi (imbalan). Ada syvarat
untuk mendapatkan kesejahteraan itu. Sebaiknya, tunjangan
itu bersifat melekat. Di tengah kepedulian yang masih minim
pada guru, hak-hak guru malah sering kali dipotong.” tutur
Sumardiansyah.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menuturkan, untuk
mampu menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan in-
klusit perlu ada guru vang berkualitas. "Untuk mendapatkan
guru vang berkualitas itu, berarti kesejahteraan para guru juga
harus tercukupi,” katanya.

Ratih menambahkan, pemerintah perlu berinvestasi lebih
besar untuk pengembangan profesionalitas guru, antara lain
dengan pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana
teknologi informasi.

Kompetensi

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ke-
menterian Pendidikan, Kebudavaan, Riset, dan Teknologi
Nunuk Survani mengatakan, upava perbaikan telah dilakukan
dalam peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

Saat ini setidaknya sudah ada 544.292 guru honorer yvang
telah menjadi ASN PPPK. Tahun ini diperkirakan akan
bertambah 296059 guru honorer vang akan diangkat menjadi
ASN PPPK. Selain itu, pada 2023 diusulkan sebanyvak 305.115
guru honorer akan diangkat menjadi ASN PPPK sebagai upava
penuntasan formasi PPPK.

"Persoalan vang dihadapi saat ini masih ada 1.6 juta guru
vang belum tersertifikasi. Ini sedang kami rumuskan ran-
cangan atau desain untuk akselerasi. Perlu ada terobosan agar
persoalan ini bisa diselesaikan,” Katlanva. (TAN)
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